TUGAS AKHIR
PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN
PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN

Oleh:
M Rafli Hidayat
202110110311090

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025



PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DAN PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

M. RAFLI HIDAYAT
NIM: 202110110311090

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025



PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DAN PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN

Diajukan Oleh:

M. RAFLI HIDAYAT
202110110311090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,

—

Dr. Herwastoeti) SH., M.Si
70N

ffing Pendamping,

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH




SKRIPSI

Disusun oleh:

M. RAFLI HIDAYAT
202110110311090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada; Selasa'21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

7NN
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengujil : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH




SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. RAFLI HIDAYAT
NIM : 202110110311090
Jurusan . Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DAN PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah
yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di
suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam
sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR
AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS
ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

l % \g ang, 28 Oktober 2025

METRAI

zmxosmasaf\
\ AAAAS . .
PN N Rafli Hidaya




MOTTO

“JADIKAN MIMPI SEBAGAI TANTANGAN UNTUK MENGGAPAI
TUJUAN”

= v \\\T”II ./ \,\
\ //,

N -:5\\\\\ L,y DX
\n "A)

Sk
N\
W79




ABSTRAKSI

Nama : M Rafli Hidayat
NIM 202110110311090
Judul : Perbandingan Hak Pekerja Yang Mengalami

Pemutusan Hubungan Kerja Dan Pengunduran
Diri Dalam Perspektif Keadilan
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan hak-
hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh
pengusaha dengan pekerja yang mengundurkan diri, serta mengkaji sejauh
mana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mencerminkan prinsip
keadilan bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri
dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui
studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah
norma hukum positif dan teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif
John Rawls, untuk menilai kesesuaian antara aturan normatif dan prinsip
keadilan substantif dalam konteks ketenagakerjaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hak pekerja yang
di-PHK dan pekerja yang mengundurkan diri. Pekerja yang di-PHK berhak
atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak,
sedangkan pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas sebagian
kompensasi tertentu apabila memenuhi syarat. Secara normatif, regulasi yang
berlaku telah mencerminkan prinsip keadilan dengan ~memberikan
perlindungan hukum bagi pekerja, namun dalam praktik implementasi masih
terdapat kendala, seperti lemahnya pengawasan dan keterlambatan
pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme
pelaksanaan dan penegakan hukum agar prinsip keadilan bagi seluruh pekerja
dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pengunduran Diri, Hak
Pekerja, Keadilan, Hukum Ketenagakerjaan.
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ABSTRACT

Name : M Rafli Hidayat

NIM 202110110311090

Title : Comparison of the Rights of Workers Who Experience
Termination of Employment and Resignation from a Justice
Perspective

Advisor : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This study aims to comprehensively analyze the differences in the rights of
workers who are laid off by employers and those who resign, and to examine
the extent to which the provisions of Law Number 6 of 2023 concerning the
Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on
Job Creation into Law. reflect the principle of justice for workers. The
research method used is normative legal research with a statutory and
conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary,
and tertiary legal materials collected through literature review. The analysis
was conducted qualitatively by examining positive legal norms and theories
of justice, particularly John Rawls's theory of distributive justice, to assess
the suitability between normative rules and the principles of substantive
Jjustice in the employment context. The results show significant differences
between the rights of laid-off workers and those who resign. Laid-off workers
are entitled to severance pay, long-service bonuses, and compensation, while
workers who resign are only entitled to partial compensation if they meet the
requirements. Normatively, existing regulations reflect the principle of
justice by providing legal protection for workers. However, in practice,
implementation still faces obstacles, such as weak oversight and delays in
Sfulfilling workers' rights. Therefore, strengthening the implementation and
enforcement mechanisms is necessary to ensure that the principle of justice
for all workers can be realized effectively and fairly.

Keywords: Termination of Employment, Resignation, Worker Rights,
Justice, Labor Law.
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